PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN,DAN BELANJA

KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang: a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Qanun

Mengingat:

Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Tahun .Anggaran 2021 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran
2021;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Nagan Raya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun
Anggaran 2021; d

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Barat' Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4355); :

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

Republik Indonesia
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449 10);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor.5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoriesia Nomor 5679); '

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028); ‘

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12, Peraturan Pemerintah Noraor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693); '

13. Peraturan..............
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 fentang Standar

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Akuntansi Pemerintahan = (Lembaran Negara Republik

JIndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
125);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan KepalaDaerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan 'Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020, Nomor 888);

. 22, Peraturan Meﬁteri_ ..............
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22,

23.

24.

25,

26.

Menetapkan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781); (Berita Neg

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 149); ,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 /PMK.07 /2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021, Nomor 825); :

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau
Kepada Provinsi dan Kabupaten /Kota Dalam Wilayah Aceh
Tahun Anggaran 2021; : . :

Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 903/1589/2021 tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan
Bupati Nagan Raya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN

2021
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya
Tahun Anggaran - 2021 semula berjumlah
Rp1.234.238.722.284 Bertambah/(Berkurang) sejumlah (Rp
88.403.951.283) sehingga menjadi Rpl.145.834.771.001
dengan rincian sebagai berikut : '

1. Pendapatan = i
a. Semula " Rpl.234.238.722.284

b. Bertambah/(berkurang) (Rp__88.403.951.283)
Jumlah Pendapatan Setelah '
Perubahan ~ Rp 1.145.834.771.001

2. Belanja - '

a. Semula Rp1.237.988.722.284

b. Bertambah/{berkurang) (Rp__76.371.154.967)
Jumlah Belanja Setelah ‘

Perubahan . Rp 1.161.617.567.317

3. Pembiayaan..............
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3. Pembiayaan Daerah;
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
1) Semula Rp 5.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp 11.782.796.316
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp  16.782.796.316
setelah perubahan '

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp 1.250.000.000
2) Bertambah/(berkurang) (Rp__250.000.000)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Setelah Perubahan Rp 1.000.000.000

Jumlah Pe mbiayaah Netto

1) Semula . Rp 3.750.000.000
2) Bertambah/(Berkurang) - Rp 12.032.796.316
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Setelah Perubahan Rp 15.782.796.316
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut dalam lampiran II dan lampiran III
Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Nagan Raya.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. -

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Nagan Raya ini dalam Berita
Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan..............
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D1tetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal November 2021 M
28 Rabill Awal 1443 H

%UPA NAGA RAYA _f

I HAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 4 November 2021 M
28 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

T\ .

ARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR: 2 59
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